BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ASATLZ
YAPI BANGIL TENTANG ‘IDDAHDALAM SYT‘AH IMAMIYAH

A. Analisis terhadap Pandangan Asatiz YAPI Bangil tentang ‘Jddah dalam Syi’ah
Imamiyah

[slam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi semua makhluk
Allah yang ada di dunia ini. Ajaran yang terkandung di dalamnya dan
disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW, telah menjadikan
manusia memiliki kesadaran akan kewajiban yang harus mereka jalankan sebagai
wujud penghambaan kepada Allah. Hal ini sudah sangat jelas disebutkan dalam
al-Qur'an yang artinya bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk menyembah kepada-Nya.

Begitu halnya dengan adanya perintah menjalankan “ddah bagi seorang
wanita yang telah putus perkawinannya. ‘/ddah merupakan suatu kewajiban yang
harus ditaati dan dilaksanakan,hdan telah ditetapkan dasar penghitungan ‘iddah
tersebut scdemikian jelas dalam al-Qur’an. Oleh karena ayat-ayat tentang ‘/ddah

tersebut sudah sangat rinci, maka penafsiran tentang ayat-ayat tersebut hanyalah
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sebatas penyempurnaan dalam cara penghitungannya bukan dalam hal bilangan
atau bahkan dalam penentuan kewajiban ‘iddalmya.

Adanya perintah melaksanakan ‘ddah tersebut sudah disepakati oleh
para ulama mazhab beserta kategori dari masing-masing wanita yang mempunyai
kewajiban ber ‘iddah. Mereka telah sepakat bahwa semua wanita dalam kategori
apapun jika bercerai dengan suaminya memiliki kewajiban ber ddah kecuali satu
wanita yaitu wanita yang belum pernah dicampuri oleh suaminya. Dengan
demikian, ketika seorang wanita ditalak suaminya maka semua yang telah
dicampuri oleh suami sebelum bercerai mempunyai kewajiban menjalani masa
“iddah tanpa terkecuali baik dalam keadaan masih bisa haid, menopause, hamil,
tidak hamil, bahkan anak kecil yang belum haid ataupun wanita yang tidak
pernah haid sama sekali.

Ketentuan di atas berbeda ketika wanita tersebut putus perkawinannya
karena suaminya meninggal. Dalam kasus seperti ini, baik wanita yang belum
dicampuri atau sudah dicampuri oleh suaminya sewaktu masih hidup, tetap
diwajibkan menjalani ‘ddah dengan segala keadaan wanita tersebut. Baik ia
dalam keadaan masih bisa haid, sudah menopause, hamil, tidak hamil, anak kecil
yang belum mencapai usia haid maupun wanita yang tidak haid sama sekali.

Ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang ‘/ddah merupakan ayat
yang qat‘iy karena telah terperinci secara jelas baik dalam hal bilangan maupun

dalam hal keadaan wanita yang harus menjalani 7ddah. Namun hal tersebut pada
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kenyataannya juga tidak dapat terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama
yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pada mazhab tertentu terjadi perbedaan
tentang konsep ‘/ddah yang tentu saja berbeda dengan pendapat mayoritas ulama
mazhab yang lain.

Adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya ta’wil dan istinbatul
hukmi yang yang berbeda terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Sehingga dengan metode
yang berbeda itu mereka kurang bisa menerapkan secara langsung ayat-ayat
‘iddah, melainkan harus sesuai dengan ‘aql dan tampak spirit atau pesan hikmah
dari disyari’atkannya ‘iddah tersebut. Sehingga, menurut mereka premis logisnya
adalah tanpa syari’at pun akal bisa memutuskan.

Sebagaimana yang telah disecbutkan di atas, ada satu mazhab yang
berbeda pendapat dalam masalah ‘ddah dari kalangan mayoritas yakni dalam
madzhab Syi’ah Imamiyah. Menurut mereka wanita yang sudah tidak dapat haid
atau sudah menopause dan wanita yang masih kecil tidak mempunyai kewajiban
‘iddah meskipun telah dicampuri oleh suaminya. Begitu pula dengan “ddah
wanita yang suaminya meninggal dalam keadaan hamil, maka “dda/mya adalah
masa yang paling panjang di antara melahirkan dan ‘ddah wafat.

Pendapat asatizdi YAPI Bangil juga sebagaimana pendapat maéhabnya
tentang konsep %ddah yaitu dalam Syi’ah Im.;nu:yalz. Cara pandang mereka
tentang ‘/ddah tertuju pada tujuan disyari’atkannya %ddah. Mereka memandang

bahwa kewajiban melaksanakan %ddah adalah karena bertujuan untuk mengetahui
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kekosongan rahim wanita dari janin yang mungkin merupakan hasil dari suaminya
yang terdahulu. Sehingga dengan adanya usia menopause yang tidak
memungkinkan lagi bagi si wanita untuk hamil, maka ‘ddah tersebut sudah tidak
diperlukan lagi untuk dijalankan. Dengan demikian, talak terhadap wanita
menopause tersebut menjadi talak ba’n dan tidak ada kesempatan untuk rujuk.

Melihat dari cara pandang tersebut, penulis kurang sepakat jika alasan
tidak diwajibkannya %ddah bagi wanita menopause adalah hanya karena %ddah
digunakan sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya janin di dalam rahim.
Padahal hikmah disyari’atkannya ‘ddah tidak hanya sebatas untuk hal tersebut.
Di sini penulis lebih sepakat dengan pendapat mayoritas ulama bahwa alasan
utama disyari’atkan ‘/ddah adalah konsep ta’abbudiy yang tidak diketahui secara
pasti hikmahnya, namun dilaksanakan sebaggi ibadah kepada Allah SWT dan
semata hanya karena perintah Allah.!

Sebagai penguat dari konsep ta’abbudiy tersebut di atas adalah bahwa
Yddah termasuk dalam kategori ibadah mahdah, yaitu merupakan hubungan
antara muslim dengan Allah yang bersifat ritual (penyembahan) sebagai wujud
penghambaan. Prinsip yang digunakan dalam hal ibadah adalah bahwa Allah tidak
bisa disembah kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan dan harus

dilakukan dengan hati-hati (ikhtiyaf), karena hubungan muslim dengan Allah

'M. Bagir al-Habsyi, Figif Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,
(Bandung: Mizan, 2002), 221.
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memberikan kepuasan batin dan kepuasan batin hanya bisa dicapai dengan

melakukan peribadatan secara benar, baik, dan hati-hati. Sesuai dengan kaidah:

$E1 Zazsd sstadt g A

2.

Artinya:
7“Hukum asal ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan
syari’ah””

Maksud dari kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdah,
harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Sehingga dengan adanya pandangan
mereka tersebut, menunjukkan bahwa mereka tidak memasukkan ‘dda# dalam
kategori ibadah mahdah.

Adapun tanggapan terhadap cara istinbat mereka yang lebih
mendahulukan akal daripada syari’at dengan pendapat mereka bahwa tanpa
syari’at pun akal bisa memutuskan, adalah konsep maslahah ketika ditinjau dari
adanya keserasian dan sejalan dengan anggapan yang baik oleh akal dengan
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Jika ditinjau dari teori maslahah
tersebut, cara pandang mereka tergolong dalam kategori maslahah al-mulgah.
Adapun maslahal al-mulgah yaitu maslahah yang ditolak karena mas/ahah ini
dianggap baik oleh akal namun bertentangan dengan nas. Hal ini berarti akal

menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara’ namun ternyata

2 H. A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), 114-115.
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syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mas/afah
itu.?

Ayat yang menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan ‘ddah dengan
hitungan bulan bagi wanita yang sudah tidak bisa haid dan wanita yang belum

haid maupun wanita yang tidak mengalami haid sama sekali, merupakan ayat

yang sudah sangat jelas pernyataannya. Mayoritas ulama menggunakan ayat

ge—’u-” & &g SN5 dan It (1 N5 dalam surat as-7alag yang

menunjukkan bahwa yang dimaksud wanita dalam ayat tersebut adalah “ wanita-
wanita yang tidak haid lagi (menopause) ” dan “ wanita-wanita yang tidak haid ”.
Jadi secara ‘/barat an-nas menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bisa haid
dan wanita yang belum mengalami haid atau pun yang tidak pernah haid,
‘iddalmya dihitung dengan hitungan bulan yakﬁi sebanyak tiga bulan.

Dari situ sudah jelas bahwa ayat tersebut menerangkan tentang adanya
kewajiban melaksanakan ‘“ddak bagi wanita meskipun telah menopause. Hal ini
terjadi karena adanya latar belakang turunnya ayat tersebut adalah merupakan
suatu jawaban atas pertanyaan para sahabat Nabi tentang “ddah wanita yang
masih belum disebutkan ketika turunnya ayat 228 surat a/-Bagarah. Dengan
demikian, pandangan mereka bahwa wanita yang sudah tidak haid lagi tidak

mempunyai kewajiban ‘’ddah karena sudah pasti tidak memiliki keturunan adalah

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 353.
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merupakan maslahah al-mulgah karena telah dianggap baik oleh akal dan sejalan
dengan tujuan syars’ namun bertentangan dengan aturan nas dan maslahah ini
tidak diterima.

Beberapa hal yang juga harus dipahami sebagai rahasia ditetapkannya
‘ddah jika dihubungkan dengan pengetahuan modern, penulis sepakat dengan
pernyataan Chuzaimah T. Yanggo dalam bukunya Problematika Hukum Islam
Kontemporer bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern
tidak dapat mengubah panjang dan pendeknya “ddah terutama yang telah
ditentukan dalam al-Qur’an, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat
dimanfaatkan jika dalam kasus wati syubhat dan zina.

Meskipun sudah yakin bahwa dalam rahim wanita bersih dari adanya
janin dan antara suami istri sudah tidak dapat rujuk, namun tidak dibenarkan jika
wanita tersebut melanggar ketentuan %ddah yang telah ditetapkan dan tidak
dibenarkan pula memperpanjang ‘ddak baik yang mengakibatkan penderitaan
maupun memberikan keuntungan bagi wanita.*

Adapun alasan yang digunakan oleh Syi‘ah Imamiyah dalam

memandang kewajiban ‘ddah wafat yaitu gda’-'\ﬂ kWl bagi wanita yang hamil

ketika suaminya meninggal adalah karena ihtiram kepada suaminya. Menurut

mereka ketika masa kehamilan wanita itu masih lama, maka ‘iddalmya adalah

* Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 168.
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sampai melahirkan. Sedangkan jika masa kehamilan itu sudah tinggal sebentar
dari kelahirannya maka ‘“ddafmya adalah sampai 4 bulan 10 hari.

Pemberlakuan aturan yang disebutkan di atas berlandaskan pada
penafsiran mereka pada ayat 234 surat a/-Bagarah yang digabungkan dengan surat
at-Talag ayat 4. Menurut mercka dari kedua ayat tersebut seakan terjadi
kontradiksi antara makna lahiriyah kedua ayat tersebut dalam kaitannya dengan
wanita yang melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari. Juga terjadi
kontradiksi manakala wanita tersebut telah melalui masa empat bulan sepuluh
hari tapi belum melahirkan.

Hal tersebut dianggap bahwa wanita dalam kedua keadaan tersebut jika
memberlakukan salah satu ayat maka dianggap belum selesai “ddafmya. Maka
dari itu kedua ayat tersebut digabungkan schingga akan memperoleh pengertian
bahwa %ddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan
sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil dan bagi wanita yang melahirkan
anaknya sebelum empat bulan sepuluh hari. Sedangkan “ddah wanita hamil yang
belum melahirkan sampai lewat empat bulan sepuluh hari adalah hingga ia
melahirkan kandungannya.’

Melihat hal tersebut di atas, penulis kurang sepakat jika “ddah wanita
yang hamil ketika suaminya wafat adalah masa yang terpanjang di antara empat

bulan sepuluh hari. Penulis lebih sepakat dengan pendapat mayoritas ulama

3 Muhammad Jawad Mughniyah, a/-Figh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, (Iran: TP,TT ), 433-
434,
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sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Tagiyuddin Abu Bakar al-
Husainiy dalam Kifayah al-Akhyar :
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Pernyataan tersebut berarti bahwa ketika Subai’ah al-Aslamiyyah

melahirkan setengah bulan sectelah kematian suaminya, Rasulullah SAW
bersabda: “ Engkau telah menjadi halal, maka menikahlah dengan orang yang

”

kamu sukai ”. (HR. Bukhari). Sedangkan riwayat yang berasal dari Umar r.a
menyatakan bahwa seandainya si istri melahirkan sedangkan suaminya masih di
tempat pembaringannya (belum dikebumikan), maka si istri tersebut sudah
menjadi halal.

Kedua hadis tersebut di atas sebagai penjelasan dari kedua ayat al-
Qur’ax’l yaitu surat al-Bagarah dan at-Talag. Dengan demikian tidak ada
perbedaan antara yang segera melahirkan dan yang masih lama melahirkannya.
Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa ayat 4 dalam

surat at-7alaq diturunkan selisih beberapa bulan setelah turunnya ayat 234 surat

al-Baqarah. Schingga dengan adanya hadis-hadis tersebut para ulama sepakat
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bahwa ‘ddah yang diberlakukan bagi wanita yang hamil ketika suaminya wafat
adalah sampai ia melahirkan kandungannya.

Adapun maksud lain dari aturan mengapa %ddah wanita hamil jika
suaminya meninggal adalah sampai ia melahirkan, ialah karena ketika wanita
tersebut melahirkan tidak kesulitan untuk menentukan pemeliharaan anaknya
dengan cara salah satunya adalah bisa menikah dengan orang lain karena sudah

habis masa Yddamya.

- Analisis terhadap Rujukan Hukum Asatiz YAPI Bangil tentang 7ddah dalam
Syi ‘ah Imamiyah

Masalah %ddah yang ada dalam Syi’ah I[mamiyah, yakni bagi
perempuan yang sudah tidak dapat haid dipandang oleh asatiz YAPI Bangil
sebagai suatu pengecualian dalam kewajiban melaksanakan ‘ddah. Pendapat
mereka ini didasarkan pada rujukan yang mereka gunakan sebagai pedoman
dalam bidang figih yang dipakai dalam mazhab mereka.

Dalil yang menjadi landasan pendapat mereka tentang ‘iddah tersebut
adalah riwayat yang bersumber dari Muhammad ibn Ya’qub dari Ali ibn Ibrahim
dari Ayahnya yang meriwayatkan dari Ibnu Abi ‘Amir dari Jamil ibn Darraj dari
sebagian sahabat bahwa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya yang masih
kecil yang belum baligh dan tidak hamil, juga istrinya yang menopause atau

sudah tidak bisa haid dan tidak bisa mempunyai keturunan, maka ia berkata
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bahwa tidak ada kewajiban %ddah bagi mereka berdua meskipun keduanya telah
dicampuri.

Bagi perempuan yang sudah menopause meskipun telah dicampuri oleh
suaminya tidak wajib melaksanakan ‘ddah dan suaminya tidak berhak untuk
merujuknya. Batas usia menopause tersebut menurut Sahib al-Wasail as-Syi’ah
adalah 60 tahun bagi wanita Quraisy dan 50 tahun bagi wanita yang bukan
keturunan Quraisy.® Padahal, Jumhir ulama sepakat dalam hal kewajiban
melaksanakan ‘ddah bagi wanita yang sudah dicampuri oleh suaminya dalam
keadaan bagaimanapun.

Jika dilihat dari sumber yang mereka gunakan untuk menjadi pedoman
dalam masalah fiqih, maka mereka hanya berpegang pada sumber yang tidak
berasal dari al-Qur’an maupun hadis. Mereka hanya mengikuti fatwa yang
dikeluarkan oleh imam mereka yaitu Khumayniy yang dianggap telah mencapai
derajat mujtahid.

Para asatiz YAPI Bangil berpendapat bahwa para pengikut mazhab
Syi‘ah Imamiyah diharuskan untuk bertaklid pada imam mereka yang sudah
dalam tingkatan mujtahid. Sehingga bagi mereka yang awam hanyalah tinggal
mengikuti fatwa dari imam mereka dengan mengamalkan risa/ah ‘amaliyah yang
telah disusun oleh para imam. Karena dalam hal urusan agama mereka harus

mengembalikan pada marja’yang diikuti yakni para imam yang mampu berijtihad

® As-Syaikh Muhammad Ibn al-Hasan al-Hurriy al-Amiliy, Wasail al-Syi’ah, (Iran: Dar al-
Ihya’ at-Turats, t.t ), 405-408.
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dan mengeluarkan fatwa-fatwa seputar masalah yang terus berkembang seiring
perkembangan zaman.

Dengan demikian, asatiz YAPI Bangil diharuskan mengikuti fatwa
imam Khumayniy yang sudah menjadi imam dan mampu berijtihad dalam
berbagai persoalan baik figh, akhlag maupun ‘aqidah dalam mazhab mereka.
Namun, menurut penulis seorang yang berijtihad dan mampu menjadi mujtahid
adalah orang yang harus memahami al-Qur’an dan hadis. Karena dalam masalah
ijtihad, syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berijtihad tidaklah mudah dan
sangat berat. Sehingga dengan persyaratan yang begitu berat tersebut sampai ada
pendapat ulama mazhab yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan
tidak akan ada lagi orang yang mampu berijtihad.

Dengan melihat fafwa imam Khumayniy tentang ‘ddah yang tidak
sesuai dengan pendapat mayoritas ulama mazhab yang bersumber dari al-Qur’an
dan hadis, maka sudah seharusnya bagi orang-orang yang bertaklid kepadanya
mengkaji kembali fatwa yang dikeluarkannya dan tidak langsung mengikutinya
tanpa mengetahui landasan orang yang diikutinya. Meskipun pada akhirnya
mereka mengetahui alasan yang menjadi dasar Khumayniy berpendapat demikian,
seperti misalnya karena wanita menopause sudah tidak mungkin dapat hamil lagi,
maka pemahaman dari penafsiran yang kontekstual seperti itu seharusnya tidak

menjadikan hukum %ddah tersebut menjadi berubah.
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Perbedaan yang terjadi antara Jumhur ulama dengan Syi’ah Imamiyah
tersebut dikarenakan adanya penafsiran yang berbeda mengenai ayat al-Qur’an
yang menjelaskan tentang <%ddah. Secara kontekstual, Syi’ah Imamiyah
memberikan penafsiran bahwa adanya perintah menjalankan “ddah adalah
bertujuan untuk memastikan kekosongan rahim seorang wanita. Namun Jumhiir
ulama memberikan penafsiran bahwa perintah adanya kewajiban melaksanakan
iddah bukan semata untuk pembersihan rahim, namun banyak sekali hikmah
yang terkandung yang tidak dapat kita logika seluruhnya dan hanya Allah yang
Maha Mengetahui segala apa yang telah menjadi aturan-Nya. Kita sebagai
hambanya hanyalah patuh dan taat atas segala apa yang diperintahkan oleh-Nya
karena hanya konsep ta’abbudiy yang bisa dilakukan manusia sebagai wujud
penghambaan kepada pencipta alam semesta.

Dengan demikian, para ustaz yang ada di YAPI Bangil sudah
seharusnya mengikuti peraturan yang ada di Indonesia mengenai masalah “ddah,
karena mereka berdomisili di Indonesia dan tidak bisa memberlakukan fatwa dari
imam Khumayniy yang merupakan salah satu ulama Sy7’ah Imamiyah yang ada di
negara Iran. Apalagi di Indonesia juga memiliki peraturan tersendiri tentang
masalah ‘/ddah di antaranya yang diatur dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pedoman muslim di
Indonesia, telah memberikan pengaturan tentang masalah ‘ddah. Yaitu dalam

pasal 153 ayat 2 disebutkan :
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Pasal 153

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan
karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

(a) Apabila perkawinannya putus karena kematian, walaupun qabla
al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) tiga kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan
90 hari.

(c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan

(d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai
melahirkan.’

Dengan demikian sudah jelas bahwa ‘iddah bagi wanita yang sudah
tidak bisa haid adalah tiga bulan atau sebanyak 90 hari. Sedangkan ‘iddah bagi
wanita yang hamil ketika suaminya meninggal adalah sampai melahirkan.
Adapun bagi asatiz YAPI Bangil seyogianya mematuhi peraturan pemerintah
yang ada di Indonesia sebagai wujud kepatuhan kepada ulil amri ketika mereka
harus menjalani perceraian yang mana sebagai muslim akan diproses di Peradilan

Agama.

” Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 47.



